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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR : 9 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

WALIKOTA PADANG

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
maka Refribusi lzin Gangguan merupakan salah
satu jenis Retibusi yang harus dilaksanakan oleh
Daerah Kota Padang;

. bahwa ketentuan tentang Izin Gangguan yang ada

sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan
situasi dan kondisi pada saat sekarang dan masa
yang akan datang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk
peraturan Daerah tentang Retribusi lzin
Gangguan.
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Mengingat

32

f_.n

Hinder Ordonantie (HO) Staadsblad No. 226
Tahun 1926 yang telah diubah, ditambah terakhir
dengan Staadsblad Tahun 1940 No. 14 dan 450
tentang Mendirikan Bangunan-bangunan
Perusahaan (Inrichting) vang dapat menimbulkan
bahaya, kerusakan atau gangguan (HO);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 20):

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan [Lembaran
Negara Nomor 28128);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran

Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2853):

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun

1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2918);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal

Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
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10.

11.
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209):

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992

Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839):

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara 2000 Nomor 246, Tambahan
[ embaran Negara Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran Negara

33



34

14.

16.

17

18.

19.

1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor
10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 2022):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang retribusi Daerah (LLembaran Negara Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1139):



20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1992 tentang tata Cara Penanaman Modal;

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan perundang-undangan dan Bentuk
. Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan
Presiden.

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Padang
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Padang;

i

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Ferangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Kepala Daerah adalah Walikota Padana:

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotfa
Padang;
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Gangguan adalah dampak atau resiko bahaya, kerugian yang
ditimbulkan oleh kegiatan/usaha yang dilakukan oleh orang atau badan
terhadap lingkungan tempat usahanya;

[zin Gangguan adalah Pemberian lzin Tempat Usaha kepada orang
pribadi atau badan dilokasi tertentu dengan maksud mengadakan
upaya pengendaiian dan pengawasan terhadap dampak usaha supaya
usana tersebut tidak menimbulkan resiko bahaya, kerugian dan
gangguan terhadap lingkungan usaha:

Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada Orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan. pengaturan. pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam. barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Reiribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha:

Perusahaan adalah sefiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh
orang pribadi atau Badan Hukum dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan baik dalam bentuk produksi, perdagangan umum maupun
jasal;

Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang menguasai atau
menjalankan perusahaan/usaha dalam Daerah Kota Padang;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatian baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
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usaha vang melipui persercan terbatas, pemercan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi. koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, crganisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaua, bentuk usaha tetap. dan
bentuk badan [ainnya.

Lokasi adalah letak tempat dari tanah dan bangunan yang digunakan
untuk tempat usaha dalam struktur ruang kota:

. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut

Peraturan Perundang-undangan Refribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu:

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Padang;

Surat Pendaftaran Objek refribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SPAORD. adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi
untuk melaporkan data objek Refribusi dan Wajib Refribusi sebagai
dasar penghitungan dan pembayaran Reftribusi yang terutang menunuit
Peraturan Perundang-undangan Refribusi Daerah:.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya pokak Retribusi;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribust dan atau sangsi administrasi berupa
bunga atau denda:
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, vang dapat disingkat
SKRDILB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi iebih
besar daripada Retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang:

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah
surat yang oleh Wajib Refribusi digunakan untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Reiribusi yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah:;

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah {(NPWRD) adalah Nomor Wajib
Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib Retribusi:

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarmya Reftribusi yang
harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokek Retribusi, bunga.
kekurangan pembayaran Refribusi, kelebihan pembayaran Retribusi.
maupun sanksi administrasi:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat
SKRDKB. adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya
Reftribusi Daerah yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan vang
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan:

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besamya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Ras
Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas wakiu yang
ditentukan:



y. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan
Retribusi Daerah vang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan.
Surat Teguran vyang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk
membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang:

z. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib
Retribusi vang tercantum pada STRD. SKRDKB , atau SKRDKBT vang
belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang:

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

&

Dengan nama Retribusi Izin Ganggugan dipungut Refribusi pembayaran
atas pemberian izin tempat usaha kepada setiap orang pribadi atau badan
dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi lzin Gangguan adalah jasa pelayanan yang
diberikan/disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian Izin Ganggunan lepada setiap orang pribadi atau badan

yang akan menjalankan usahanya.

(2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk dan atau ditentukan oleh Pemerintah Pusat
dan atau Pemerintah Daerah.
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Pasal 4

(1} Subjek Retribusi lzin Gangguan adaiah orang pribadi atau Badan yang
akan mendirikan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis
usahanya di Daerah

(2} Yang bertanggung jawab atas pembayaran Refribusi [zin Gangguan
adalah :

a. Pemilix., ahli waris atau kuasanya bagi kegiatan usaha vang
dilakukan oleh orang pribadi.

b. Pengurus atau kuasanva bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh
badan

BARB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi izin Gangguan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah
ini adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 6

Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan lzin Gangguan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 huruf f dapat dibagi berdasarkan dampak gangguan yang
akan ditimbulkannya yaitu :

A. Tipe/Kelas A

1. Pabrik-pabrik yang dijalankan dengan mesin, gas dan/atau tenaga
uap dengan tekanan tinggi
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2. Tempat usaha las dan/atau cat kendaraan bermotor.

3. Tempat usaha penyewaan dan/atau penjualan kendaraan bermotor
4. Tempat usaha Service kendaraan dan/atau perbengkelan.

5. Tempat pool kendaraan roda empat atau lebih dan alat-alat berat.
6. Tempat pengisian dan penumpukan BBM

7. Tempat usaha pengolahan kayu/moulding dan rotan.

8. Tempat penualan dan atau penyimpanan cat dan sejenisnya.

9. Tempat penjualan dan atau penyimpanan bahan-bahan kimia
berbahaya.

10. Tempat pemotongan hewan dan penyamakan kulit
11. Tempat penumpukan/pendauran sampah dan tinja
12. Tempat penumpukan batu bara

13. Tempat penjualan/penyimpanan kapuk

14, Tempat lapangan tembak

15, Tempai penjualan makanan dan minuman di lingkungan pasar
modem (mall, supermarket).

16. Rumah Sakit Type A dan B
17. Ternpat musik room, karaoke.

18. Tempat Petemakan hewan skala besar.
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B. Tipe/Kelas B

1. Rumah Sakit type C dan D, dan Klinik
2. Tempat percetakan/penerbitan

3. Tempat penggilingan padi, kopi, tepung, daging dan rempah-
rempah

4, Tempat penumpukan hasil laut dan bumi

5. Tempat petemakan hewan skala kecil

6. Bioskop
7. Temnpat pembuatan konsen, kapal. bak truk dan perabot

8. Tempat pengoiahan makanan hewan skala kecil.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas
ruang tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan. dan indeks mesin
bagi usaha yang menggunakan mesin

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas tiap lantai

(3} Klasifikasi Luas Ruang Tempat Usaha, Indeks lokasi, indeks gangguan
dan indeks mesin sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan
sebagai berikut :
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a. Klasifi

kasi luas ruang tempat usaha

No. | Luas Tempat Usaha Indeks Ket
Luas
| 0 sid 10 m2 10 m2
2. 11 s/d 25 m2 | 20 m2
3. 26 s/d 50 m2 | 40 m2
4 51 s/d 75 m2 70 m2
5. 76 s/d 100 m2 | 90 mZ
6. 101 s/d 125 m2 | 120 m2
7. 126 s/d 150 m2 | 140 m2
8. 151 s/d 175 m2 } 170 m2
2. 176 sid 200 m2 | 200 m2
10. 201 s/id 225 m2 } 220 m2
11. 226 s/d 250 m2 | 240 m?2
12. 251 s/d 275 m2 | 270 mZ
13. 276 s/d 300 m2 | 300 m2
b, Klasifikasi Indeks Lokasi
No. Lokasi Tempat Usaha Indeks Ket
Lokasi

1. | Jalan Areri

a. Primer 1

b. Sekunder ¥a
2. | Jalan Kolektor

a. Primer 1o

b. Sekunder Ya




c. Klasifikasi Indeks Gangguan

No. Identitas Gangguan Indeks Ket
Gangguan
1. | Tipe/ Kelas A 2
2. | Tipe/ Kelas B 3/4

d. Klasifikasi Indeks Mesin
No. [dentitas Mesin Indeks Ket

Mesin
6 sid 20 TK v
21 s/d 50 TK W
51 sid 100 TK 1
101 TK keatas 2

I S

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF

Pasal 8
{1} Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penvelenggaraan
121M.

{2} Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi biaya administrasi
dan biaya survey lapangan.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha

(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut :

Besamya tarif Retribusi Izin Gangguan

. Luas Ruang [dentitas Gangguan y
© Tempat Usaha Tiperkls A Tipe/kls B et
Rp/m2 Rp/m2
i. | s/d 300 m2 5.000 2.500
2. 301 IT12 kﬂ'atas- I.DDD SDU Penamhahan
dikenakan biaya ini dihitung
ltambahan setelah hasil per
kalian 300 m2

(3) Besamya tarif pendaftaran ulang ditetapkan 20% (dua puluh
perseratus} dari tarif sebagaimana tersebut pada ayat {2).

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)
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BARB VI
DAERAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat izin diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

(1) Masa Retribusi adatah jangka waktu paling lama 5 {lima} tahun

{2) 1zin Gangguan wajib di daftar ulang setiap tahun

Pasal 13
Retribusi terutang timbul setelah diterbitkannya SKRD

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14
(1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus diisi dengan jelas.
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk. isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditetapkan oleh Kepala Daerah
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Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data
yvang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah

retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 16

(1) Penetapan Refribusi berdasarkan SPAORD dengan menerbitkan SKRD

(2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh Waijib Retfribusi sebagaimana
mesiinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
diatas ditetapkan oleh Kepata Daerah.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17

{1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan. dan SKRDKBT.
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BAB XIl
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dengan
menggunakan SSRD.

{2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.
SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran. penyetoran, tempat pernbayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAE XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 20

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan refribusi dikeluarkan segera
setelah 7 {tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

48



(2} Dalam jangka waktu 7 (tuwjuh) hari setelah tanggal surat
tequran/peringatan/surat lain vyang sejenis, Wajib Refribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat tequran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

BAEB XVI
KEBERATAN
Pasal 21

{1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Permochonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara teriulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wiib Refribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retribusi tersebut

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaandiluar kekuasaannya.
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(D) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga
tidak dipertimbangkan.

{6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan refribusi.

Pasal 22

(1) Kepala Daerah dalan jangka waktu paling iama 6 (enam) buian sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas
Keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian. menolak, atau menambah besarnya retribusi

yang terutang.

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
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(2} Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permchonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

(3} Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan.
permohonan pengembalian kelebihan refribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

{(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} langsung
diperhitungkan untuk melunasi teriebih dahulu utang retribusi tersebut.

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 {dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLEB.

{6) Apabilapengembalian kelebihan pembayaran refribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 24

(1} Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat Waiib Retribusi;

b. masa retribusi
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¢. besarnya kelebihan pembayaran

d. alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukii saat permohonan diterima oleh Kepala
Daerah.

Pasal 25

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah membavar kelebihan retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya. sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat {4}
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukt
pemindahbukuan juga beriaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pernbebasan retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada Wajib Refribusi untuk mengangsur.

52



{6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribust dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enan) bulan sejak
tanggal Surai Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2} Keputusan Kepala Dearah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besamya retribusi
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1} telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMEBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Reftribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2} Kepala Daerah dalam jangka waktu paling l[ama 6 (enam} bulan sejak
diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan. '

(3) Apabila iangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
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dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran refribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

{0} Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 {dua) bulan, Kepaia Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara fertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Masa retribusi:
Besamya kelebihan pembayaran:

d. Alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran  refribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala

Daerah.
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Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Sura
Perintah Membayar Kelebihan retribusi oleh Kepala Daerah

(2} Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat {4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan Pengurangan, keringanan dan
pembebasan refribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan refribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur. karena
bencana alam dan kerusuhan.

(3) Tata cata pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi. kadaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
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retribusi, kecuali apabila Wajib refribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

(2} Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penvyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagamana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima. mencari. mengumpulkan dan rmeneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:

v. meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah:
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah:

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain. serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana refribusi
daerah;

. memanggil oeang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sankst;

j- menghentikan penvyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut Hukum vang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penvidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
6 {enam) bulan atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah
retribusi terutang.

(2} Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini . maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang Nomor 6 Tahun 1991 tentang
Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang dalam Kotamadya
Daerah Tingkat Il Padang Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pemakaian Toko,
Kios. Loket Kendaraan dan Fasilitas Umum dalam Terminal Lintas Andalas
Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang beserta Peraturan Pelaksanaannya
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah.
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Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang dapa! mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Oktober 2001
WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS
Diundangkan di Padang

pada tanggal 3 Oktober 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

DRS. HMASRIL PAYAN
Pembina Utama Muda
Nip. 010044715

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 53
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